
Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat TI Kendari 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 44, 
Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3602); 

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Tndonesia 

Nomor 4286i; 
3. Undang-Undang Nornor 1 Tahun 2004 tentang 

Perbendaharaan Negara [Lernbaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2004 Nomor Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4355); 

tentang 1995 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun Mengingat 

: a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 26 ayat (2) 
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 
Perencanaan Pembangunan Nasional dan Peraturan Menteri 
Dalam Negeri Nornor 31 Tahun 2019 Tentang Penyusunan 
Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2020, maka perlu 
disusun Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerab Tahun 

2020; 
b. babwa berdasarkan pertirnbangan sebagaimana dimaksud 

d.alam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang 
Perubahan Rencana Kerja Pernerintah Daerah Kota Kendari 

Tabun 2020; 

Menimbang 

PROVINSISULAWESITENGGARA 

PERATURAN WAUKOTA KENDARI 

NOMOR 4~ TA.HUN 2020 

TENTANO 

PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH 
KOTA KENDARI TAHUN 2020 

DENGAN RAHM.AT TUHAN YANG MAHA ESA 

WALIKOTA KENDARI, 

WALIKOTA KENDARI 



4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 

Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan 

Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Peme.rintahan Daerah 
[Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 
J 26, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 
4438); 

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia 
Nomor 5587) sebagaimana relah diubah beberapa kali terakhir 
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang 
perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 
tentang Pemerintahn Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana 
Kerja Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2004 Nomor 45, Tarnbahan I..embaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4385); 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata 
Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana 
Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4663); 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata 
Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nornor 4664); 

IO. Peraturan Pernerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar 
Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 6178); 

11. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana 
Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2019-2024 
(Lembaran Negara Republi.k Indonesia Tahun 2020 Nomor 10); 



12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 201 7 

tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi 

Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan 

Peraturan Daerah Tentang R.encana Pembangunan Jangka 
Panjang Daerah dan Rencana Pernbangunan Jangka 
Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana 
Pembangunan. Jangka Panjang Daerah, Rencan a 
Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja 
Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 
2017 Nomor 1312); 

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2019 
tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah 
Daerah Tahun 2020); 

14. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 9 Tahun 
2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah 
Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2018-2023 
(Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2019 
Nomor 9); 

15. Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor 1 Tahun 2016 tentang 
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Kendari 
Tahun 2005-2025 (Lernbaran Daerah Kota Kendari Tahun 
2016 Nomor 1); 

16. Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor 5 Tahun 2016 tentang 
Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Kendari 
[Lembaran Daerah Kota Kendari Tahun 2016 Nomor 5) 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota 

Kendari Nomor 10 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas 
Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor 5 Tahun 2016 Tentang 
Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Kendari 
(Lembaran Daerah Kota Kendari Tahun 2019 Nomor 10); 

17. Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor 8 Tahun 2018 tentang 
Rencana Pembangunan .Jangka Menengah Daerah Kota 
Kendari Tahun 2017 - 2022, (Lembaran Daerah Kota Kendari 
Tahun 2018 Nomor 8); 



Pasal 1 
Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan : 

1. Daerah adalah Kota Kendari. 

2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur 
penyelenggara pemenntah daerah yang rnemimpin pelaksanaan urusan 
pernerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kota Kendari. 

3. Walikota adalah Walikota Kendari, 
4. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah 

perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran 
dan/atau barang. 

5. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat dengan 
Bappeda adalah WJSUr perencana penyelenggaraan pcmerintahan yang 
melaksanakan cugas dan mengkoordinasikan penyusunan, pengendalian, dan 
evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah Kota Kendari. 

6. Kepala Bappeda adalah Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 
Kota Kendari. 

7. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Kendari Tahun 2005- 
2025 selanjutnya disebut RPJPD adalah dokumen perencanaan 
pernbangunan daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun. 

8. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Kendari Tahun 2017- 
2022 selanjutnya disebut RPJMD adalah dokumen perencanaan 
pembangunan daerah untuk periode 5 (lima) tahun. 

9. Rencana Kerja Pemerintah Daerah selanjutnya disebut RKPD adalah 
dokumen perencanaan pembangunan daerah urituk periode I (satu) tahun. 

10. Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah selanjutnya disebut Perubahan 
Renja OPD adalah rencana pembangunan tahunan Perangkat Daerah yang 
merupa.kan dokumen tahunan Organisasi Perangkat Daerah untuk periode 1 
(satu) tahun. 

11. Perubahan. Rencana Kerja Anggaran Perangkat Daerah selanjutnya disingkat 
Perubahan RKA-PD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran 
Pemerintah Kota Kendari yang berisi program dan kegiatan Perangkat Daerah 
serta pagu anggaran sernentara di dasarkan atas Kebijakan Umum 
Perubahan Anggaran (KUPA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara 
(PPAS). 

PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN RENCANA 
KERJA PEMERINTAH DAERAH KOTA KENDARI TAHUN 2020. 

Menetapkan 

MEMUTUSKAN : 



Pasal3 
(1) Perubahan RKPD bertujuan menciptakan sinerg!tas pelaksanaan 

pembangunan daerah antar wilayah, antar sektor pembangunan dan 
Perangkat Daerah serta mewujudkan efisiensi alokasi sumber daya. 

(2) Perubahan. RKPD sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) sebagai Pedoman 
Penyusunan Perubahan Renja PD dan Pedoman penyusunan Kebijakan 
Umum Perubahan Anggaran (KUPA) Tahun 2020, Prioritas dan Plafon 
Anggaran Sementara (PPAS) Perubahan Tahun 2020, dan RAPBP Peru!Jahan 

Tahun2020. 

Bab l Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah Dalam Perubahan 

Bab V : Penutup 
(3) Naskah Perubahan RKPD Tahun 2020 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

termuat dalam lampiran dan merupakan satu kesatuan yang tidak 

terpisahkan dengan Peraturan Walikota ini. 

: Kerangka Ekonomi dan Keuangan Daerab Bab III 

Pasal 2 
(1) Perubahan RKPD Tahun 2020 adalah dokumen perencanaan pembangunan 

daerah untuk periode l [satu] tahun dan berakhir pada tanggal 31 Desember 

2020. 
(2) Perubahan RKPD sebagaimana climaksud pada ayat (1) disusun dengan 

sistematika sebagai berikut: 
Bab I Pendabuluan 
Bab II Evaluasi Hasil Peru bahan RKPD Sampai Dengan Triwulan 

12. Kebijakan Umum Perubaban Anggaran Pendapatan Belanja selanjutnya 

disebut KUPA adalab dokumen yang mernuat kebijakan bidang pendapatan, 
belanja dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 

[satu] tahun. 
13. Prioritas dan P1afon Anggaran Sementara selaojutnya disebut PPAS adalah 

rancangan program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang 
diberikan kepada Perangkat Daerab untuk setiap program sebagai acuan 
dalam penyusunan Perobahan :RKA-PD sebelum disepakati oleh DPRD. 

14. Perubahan RKPD Tahun 2019 adalah Dokumen Perencanaan Daerah yang 
mulai berlaku pada tanggal cliundangkan dalam Peraturan Walikota Kendari 
pada minggu keempat bulan juli tahun 2018 sampai dengan tanggal 31 

Desember 2019 dan rnerupakan penjabaran dad RPJMD. 



~ 
HJ. NAHWA OMAR 

BERITA DAERAH KOTA KERDARI TAHUN 2020 NOMOR 4.1- 

Diundangkan di Kendari 
pada tanggal 10 - {j - 2020 

SEKRETARIS DAERAH 
KOTA KENDARI 

Ditetapkan di Kendari 
pada ta.nggal 10 - ~ - 2020 
WALIKOTA KENDARI, 

. 
PARAF J<OORDl·NASI 

NO. ltlSTALASI / I.INIT KERJA PA RAF 
1 A,i, wai it.pcrnb. f"r1,. 
2 l::o- ~p.i<'a ·,ti 
3 ', . K '-'\cu !\"\ 1> ............. 
4 

Pasal 5 

Peraturan Wali.kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 
Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan 
Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Kendari. 
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